
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU

NOMOR 51 TAHUN 2017

TENTANG

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAIryAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

: a. bahwa dalam rangka menerapkan tugas dan fungsi

Sekretariat Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah, dipandang

perlu menjabarkan Tugas dan Fungsi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam liuruf a, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Penjabaran T\rgas Fungsi Sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 4A Tahun 2OO3 tentang

Pembentukan Kabupaten Seram bagran Timur, Kabupaten

Seram Bagran Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di
Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO3 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia 435O) ;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLL tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun zOtL Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

523a\
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik

3.

4.



Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tarrbahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2Al5 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OLS Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun zOrc tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor LL4, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 58871;

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 3

Tahun 201,6 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru (Lembaran

Daerah Tahun zArc Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

McnetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN

FUNGSI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH.

BAB I

KETBNTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1- Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Aru.

2- Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru.

S- Dman Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah

Deman Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

4- Sretariat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan

Ermakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

5. Sdrretaris adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

5.

6.



[,. mnqga AhIi adalatr soorang profesional yang diangkat oleh DPRD da]am
ffildha mmbantu tugas alat kelenglapan Dewan, yang ditetapkan dengan

Qnrhrsan Sekretaris DPRD.

m Mrran Bupati adalah Peraturan Bupati Kepulauan Aru.

f,. rcrryrrpok Bagran adalah kelompok yang melaksanakan satu atau beberapa

@BFn Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
q- rnhrrrprok Sub Bagran adatah kelompok yang melaksanakan satu atau

beherapa fungsi Bagian.

BAB II

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagan Kesatu

SEKRETARIAT

Pasal 2

,Srretariat Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah merupakan unsur pelayanan

dministrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

[1) Sekretariat Dewan Perwakilan Ralryat Daerah mempunyai tugas

menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan
mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam

melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan;
(2) Datam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {1) Sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyelenggarakan fungsi :

a penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DpRD;

b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;

c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DpRD; dan

d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Bagran Kedua

KELOMPOK BAGI,AN

pasal 3

Padtsn lrang memberikan dukungan administrasi kesekretariatan DPRD

{Baginn Umum dan Keuangan}, melaksanakan fungsi:

e- menyelengarakan ketatausahaan sekretariat DpRD;



! rqgelota seknetariat DpRD;

6. mgelola administrasi keangotaan DPRD;

flL mnGesilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DpRD;
g 

-Belola 
tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DpRD;

f" royeaiamn fasilitasi fraksi DPRD;

;, *rq@engarakan pengadaan dan pemelihataan kebutuhan rumah tangga

ITRD;

L rnrjrelengarakan pengadaan dan pemeliharaan sa.rana dan prasarana

I}PRD;

rir nrenyelengarakan pengelolaan aset yang menjadi tangung jawab DPRD;

f men5rusun perencanaan anggaran sekretariat DPRD;

t- mengevaluasi bahan perenc€rnaan anggaran sekretariat DPRD;

L memverifikasi perencanaiul kebutuhan rumah tangga sekretariat DPRD;

rril memverifikasi kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD;

tr- menyelengarakan penatausahaan keuangan sekretariat DPRD;

o- melaksanakan pengelolaan keuangan pimpinan, anggota dan sekretariat

DPRD;

p mengkoordinasikan pengelolaan anggaran sekretariat DPRD;

(L menmverifikasi pertangungjawaban keuangan sekretariat DPRD;

r- mengevaluasi laporan pertangungjawaban pengelolaan keuangan

sekretariat DPRD;

s- mengkoordinir dan mengevaluasi laporan keuangan sekretariat DPRD;

t. mengevaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan sekretariat
DPRD; dan

u. menyusun laporan kineq'a dan anggaran sekretariat DPRD.

Pasal 4

kgarr yang menyelengarakan fungsi dukungan penyelengaraan tugas dan
ftmgsi DPRD bidang legislatif (Bagian Persidangan dan Perundang-undangan),
melaksalakan fungsi:

a- menyelengarakan kaj ian perundang-undangan ;

h- memfasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah;

c- memfasilitasi pen5rusunan Naskah Akademik dan draf Raperda inisiatif;
d- rnsnverifikasi, lnengevaluasi dan menganalisis produk penyusunan

pmaturan perundang-undangan;

c- mengumpulkan bahan penyiapan draf raperda inisiatif;
f. memfasilitasi penyelengaraan persidangan;

& menlrusun risalah rapaq



f rrngoorrtinasikan pembahasan Raperda;

il- unnverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi daftar inventaris

rclah(DIM);
.,,f mrryerifrkasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi masalah rapat;

t myelengarakan hubungan masyarakat;

n rr-xrJrelengarakan publikasi; dan

n rN€nyelengarakan keprotokolan.

Pasal 5

n 8si DPPRD bidang penganggaran dan pengawasan (Bagian Fasilitasi

hngangga.ran dan Pengawasan), melaksanakan fungsi:

o- memfasilitasi, memverifikasi dan mengkoordinasikan pembahasan KUA

PPAS/ KUPA PPAS Perubahan;

h. memfasilitasi, memverifikasi dan mengkoordinasikan pembahasan

APBD/APBDP;

c- memfasilitasi, memverifikasi dan mengkoordinasikan pembahasan Raperda

pertangungiawaban pelaksanaan APBD ;

d- memfasilitasi, memverifikasi, dan mengkoordinasikan pembahasan laporan

semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;

e- memfasilitasi, memverivikasi dan mengkoordinasikan pembahasan laporan

keterangan pertangungjawaban Kepala Daerah ;

f. memfasilitasi, memverifikasi dan mengkoordinasikan pembahasan terhadap

tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI;

g. memfasilitasi, memverifikasi dan menkoordinasikan Aspirasi masyarakat;
h- memfasilitasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi rumusan rapat dalam

rangka pengawasan;

L memfasiilitasi, memverifikasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan

lrnegakan kode etik DPRD;

-i- memfasilitasi, memverifikasi dan mengkoordinasikan dukungan

Ircngawasan pengunaan anggar€m;

h npmfasilitasi, memverifikasi, dan mengkoordinasikan pengawasan

mdaksanaan kebijakan;

L rntrnfasilif2sf, memverifikasi dan mengoordinasikan penyusunan pokok-

pokok pikiran DPRD; dan

m- mernfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan persetujuan kerjasama

daerah.



Bagian Ketiga

KEI,OMPOK SUB BAGIAN

Pasal 6

sub bagian pada bagan yang memberikan dukungan administrasi

terdiri dari;DPRD (Bagran Umum dan Keuangan),

Hhgan Pogram dan Keuangan melaksanakan tugas:

ilFnJrusun bahan perencanaan;

rrrcn5rusun RKA dan DPA baik murni maupun perubahannya;

menJrusun perencanaan kebutuhan rumah tangga DPRD dan;

merencanakan kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD;

merencanakan pemverifikasian keuangan;

memverifikasi pertanggungjawaban keuangan;

mengoordinasikan kepada PPTK, bendahara dan pembantu PPK untuk
pengajuan SPP dan SPM UP/GU/TUILS;

memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga;

memverifikasi kebu tuhan perlengkapaan sekretariat D PRD ;

merenczlnakan penatau sahaan keuangan;

menyusun pengadministrasian dan pembukuan keuangan;

mengoordinasikan kepada PPTK dan Bendahara dalam pelaksanaan

belanja dan pertanggung jawaban keuangan;

melaksanakan pengelolaan keuangan pimpinan, Anggota dan
Sekretariat DPRD;

menganalisis laporan keuangan;

menganalisis laporan kinerja; dan

menyu sun laporan pertanggungj awaban pengelolaan keuangan.

trN Sub Bagian Umum melaksanakan tugas:

melaksanakan surat-men5rurat dan naskah dinas sekretariat DPRD dan
pimpinan DPRD;

melaksanakan kearsipan;

men5rusun administrasi kepegawaian;

men]rusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi
kepegawaian;

menyiapkan bahal administrasi kepegawaian;

menganalisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli;
menyiapkan bahan administrasi pembuatan daftar urut kepangkatan

dan formasi pegawai;
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DPRD;

i rnengatur dan memelihara halaman dan taman di kompleks sekretariat

DPRD;

,E mengatur dan mengelola keamanan kompleks sekretariat DPRD;

k- memfasilitasi penyiapan tempat dan sarana rapat dan pertemuan;

L mengadakan barang dan jasa kebutuhan perlengkapan sekretariat

DPRD;

m- mendistribusikan dan pengendalian bahan perlengkapan;

!L merencanakan pemelihar aan alat-alat perlengkapan ;

' G menyediakan, mengurus, menyimpan dan mmengeluarkan barang

untuk keperluan DPRD dan sekretariat DPRD;

PL mengatur pemeliharaarl dan pengelolaan bahan bakar kendaraan dinas

di sekretariat DPRD;

& mengatur pengunaan kendaraan dinas dan para pengemudi untuk
keperluan DPRD dan sekretariat DPRD; dan

r- melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana dan gedung.

Pasal 7

&lompok sub bagian pada bagtan yang menyelengarakan fungsi dukungan

trmyelenga-raan tugas dan fungsi DPRD bidang legislatif (Bagian Persidangan
rfnn psrundang-undangan), terdiri dan:

[1] Sub Bagian Kajian Perundang-undangan, melaksanakan tugas:

a. melaksanakan k4jian perundan-undangan;

b. membuat konsep bahan penyusunan Naskah Akademik;

c. menyusun bahan analisis produk penyusunan perundang-undangar;

d. membuat konsep bahan penyiapan Draf Perda inisiatif;
e. merancang bahan pembahasan Perda; dan

f- men5rusun bahan Daftar inventarisir Masalah (DIM).

PN Sub Bagran persidangan, risalah dan publikasi, yang melaksanakan tugas:

a- merencanakan program dan jadwal rapat dan sidang;

b- menJrusun risalah, notulen dan catatan rapat-rapat;

c. menyiapkan lnateri/bahan rapat DPRD;

d- memfasilitasi rapat-rapat DPPRD;

e- menyiapkan bahan pen5rusunan rancangan Rencana Keq'a DpRD;

t men1rusun bahan ko-munikasi dan publikasi;



mancang administrasi kunjungan kerja DPRD;

m€nJrusun bahan keprotokolan pimpinan DPRD;

trlerencanakan kegiatan DPRD; dan

merencanakan keprotokolan DPRD.

Pasal 8

sub bagian pada bagian yang menyelengarakan fungsi dukungan

tugas dan fungsi DPPRD bidang pengangga.ran dan

FqEtwasan (Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan), terdiri dari:

III Sub Bagian Fasillitasi Penganggaran, melaksanakan tugas:

a- merencanakan pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS perubahan;

b. men5rusun bahan pembahasan APBD/APBDP;

c. menJrusun bahan pembahasan Raperda pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD;

d. menyusun bahan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis

enam bulan berikutnya;

e. men]rusun Bahan pembahasan laporan keterangan pertanggung
jawaban kepala daerah; dan

f. menyusun bahan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil
pemeriksaan BPK RI.

p! Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan, melaksanakan tugas:

a. mengkaji ulang rumusan rapat datam rangka pengawasan;

b. mer€acang bahan rapat-rapat internal DpRD;

c. menganalisis bahan dalam pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;

d. menganalisis bahan dukungan pengawasan penggunaan a.nggaran;

e- menyusun bahan pengawasan pelaksanaan kebijakan; serta
f. memfasilitasi reses DPRD;

8. merencanakan kegiatan ?Baringldialog dengan pejabat pemerintah dan

masyarakat;

menganalisis data/ bahan dukungan j aringan aspirasi;

menyusun pokok-pokok pikiran DPRD; dan

melaksanakan kerjasama sekretariat DPRD dan DPRD.
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BAB M
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

oiang mengetahuinya, rnernerin tahkan pengundanga, peraturan
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan

Ditetapkan di Dobo

Desember 2OlT

UAN ARU,

tanggal 28 Desember 2OlZ

N*UUPATEN 
KEPUI,AUAN ARU,

7\,

n. DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
Sesuai dengan Aslinya

BAGIAN

TAHUN ztfi NOMOR..6'

JOHAN GONGA

rl


